PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN BEBAN KERJA SEBAGAI PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENANGGUNG
JAWAB PENGAWASAN HASIL PEMERIKSAAN LINGKUP PEMERINTAH

Menimbang

KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan daerah dan sebagai
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 pada Pasal 4 ayat (3) tentang tunjangan jabatan
dan tunjangan lainnya kepada Pejabat Negara, maka
dipandang perlu memberikan Tunjangan atas beban
kerja kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Bulukumba.

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba

Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali
diubah terakhir dengan permendagri nomor 21 tahun
2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
pada pasal 51, dan pasal 185 ayat 1, Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 27 ayat 7 dan
ayat 8, Permendagri 78 Tahun 2014 tentang kebijakan
pembinaan dan pengawasan di lingkungan
kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah dan
Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman
tata cara pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintah daerah pasal 17 ayat 2;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pemberian tunjangan beban
kerja sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah dan penanggung jawab pengawasan
hasil pemeriksaan lingkup pemerintah Kabupaten
Bulukumba;



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas
dariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);



Menetapkan :

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

12. Peraturan Bupati Bulukumba Nomorl4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun
2016 Nomorl4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun
Angaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2018 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 31 Tahun 2018
tentang Standar Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten
Bulukumba Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 31);

15. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 68 Tahun 2018
tentang Penetapan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun
Angaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2018 Nomor 68)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN BEBAN KERJA SEBAGAI
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DAN PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN
HASIL PEMERIKSAAN LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BULUKUMBA



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.

2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bulukumba.

3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kabupaten
Bulukumba

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulukumba

5. Tunjangan beban kerja adalah Tunjangan yang
diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati
berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab atas
pengelolaan keuangan daerah dan penanggung jawab
hasil pemeriksaan pada lingkup Pemerintah Kabupaten
Bulukumba.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten
Bulukumba.

BAB 1I
TUJUAN
Pasal2

Tujuan pemberian Tunjangan adalah sebagai bentuk
penghargaan atas beban kerja serta tanggung jawab
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah dan penanggung jawab pengawasan hasil
pemeriksaan lingkup pemerintah Kabupaten Bulukumba

BAB. III
BESARAN TUNJANGAN
Pasal 3

(1). Tunjangan diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati
setiap bulan dengan pertimbangan beban kerja.

(2). Besaran  Tunjangan  diberikan  sebesar Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah / bulan untuk
Bupati dan Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta) rupiah
/ bulan untuk Wakil Bupati.



BAB.IV
PENGHENTIAN TUNJANGAN
Pasal 4

Tunjangan yang diberikan kepada Bupati dan Wakil

Bupati berhenti apabila :

(1). Bupati dan Wakil Bupati tidak melaksanakan tugas
dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.

(2). Berhenti atau tidak menjabat lagi sebagai Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Bulukumba.

Pasal 5

Pengelolaan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati
dilaksanakan dan dibayarkan pada Sekretariat daerah
dengan berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan pertanggungjawaban pembayaran tunjangan
Bupati dan Wakil Bupati dipersamakan dengan belanja
kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1) Penganggaran dan Pengelolaan Tunjangan Bupati dan
Wakil Bupati dianggarkan pada Belanja tidak langsung
pos anggaran  Sekretariat Daerah  Kabupaten
Bulukumba.

(2) Tunjangan dianggarkan secara terpisah melalui Pos
Anggaran Sekretariat Daerah.

BAB. IV
KETENTUAN LAIN — LAIN
Pasal 8

Bupati dan Wakil Bupati yang diberhentikan sementara,
maka hak-hak keuangannya berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.



BAB. V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih
lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 10

Pelaksanaan  pemberian Tunjangan  sebagaimana
dimaksud Pasal 3 ayat (1) berlaku mulai 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI BULUKUMBA,
ttd
A. M. SUKRI A. SAPPEWALI
Diundangkan di Bulukumba
Pada tanggal 23 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,
ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR 30






